
WALIKOTA PEKANBARU
PROVIIISI RIAU

PERATT'RAN WALIKOTA PEXAITBARU
I{OMOR2O3TAITUN 2O2O

TEITTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATT'RAT WALIKCNA PEXANBARU I{OMOR 187
TAIIT,IT 2O2O TETTAIIG IIOLI\ TATA XELOLA T'ICIT PEI"AT(SAI|A TTKITIS

PUSAT KESEHATAN UASYARAI(AT KOTA PEIIAITBARU SEBAGAI BN)AN
LIIYAI{AIT I'UT'U DATRAH

DENGAT{ RAHMAT TI]IIAN YANG MAIIA ESA

WALIKOTA PEI(AITBARU,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan
Masyarakat Kota Pekanbaru sebagai Badan l,ayanan
Umum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota
Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2016, maka perlu disusun
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah dalam
suatu Peraturan Walikota Pekanbaru ;

b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 187 Tahun
2020 tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat Kota pekanbaru Sebagai
Badan l,ayanan Umum Daerah, belum mengakomodir
jasa layanan dan non kapitasi tahun sebelumnya
sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan Walikota
dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimal<sud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan peraturan Walikota tentang perubahan
Peraturan Walikota pekanbaru Nomor 1g7 Tahun 2020
tentang Pola Tata Kelola Unit pelalsana Teknis pusat
Kesehatan Masyarakat Kota pekanbaru Sebagai Badanl,ayanan Umum Daerah;

1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1956 tentangPembentukan Daer3ir Otonom fr, 
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Mengingat



Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERT'BAIIAII PERATT'RAT WALIKOTA PEKAITBARU
ITOMOR 187 TAHT'IT 2O2O TEITTANG POLA TATA
KELOI.A I'IUT PELAIGAITA TEKITIS PUSAT I(ISEHATAN
MASYARAI(AT IIOTA PEXAJTBARU SEBAGAI BADAN
LAYAI|AIT I'MT'U DATRAII.
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3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Repubtk Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor I tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (t embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Repubtk Indonesia nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembagunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 20O4 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor S8,Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tarnbahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 1335);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

l l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O18 Nomor 1213);



Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 187 Tahun
2O2O tentzng Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teloris Pusat Kesehatan
Masyarakat Kota Pekanbaru Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2O20 Nomor 187) diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (5) diubah, diantara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 33,disisipkan
l(satu) ayat yakni ayat (6a), sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasa1 33

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih antara
realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun
anggaran.

(2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggzrran pada 1 (satu) periode
anggaran.

(3) Sisa lebih perhitungan anggarzrn BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat
(f) dapat digunakan dalam tahun angg€rran berikutnya, kecuali atas
perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas
daerah dengan memperLimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.

(4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan angg€rran BLUD dalam tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

(5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungzrn anggaran BLUD dalam tahun
anggar€rn berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
digunakan untuk jasa pelayanan dan kegiatan sesuai sumber dana
harus melalui mekanisme APBD.

(6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran blud dalam tahun
anggarurn berikutnya sebagaimana pada ayat (5) apabila dalam kondisi
mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

(6a) Pemanfaatan dana jasa layanan umum dan non kapitasi pada tahun
sejak di berlakukannya BLUD yang belum terakomodir pada Peraturan
Walikota ini, dapat dibayarkan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor
188 Tahun 2O2O tentang remunerasi pada UPT kesehatan masyarakat
Kota Pekanbaru sebagai Badan Layalan Umum Daerah.

(7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

mencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya

belum tersedia d,afl/ atau belum cukup angg.rrannya pada tahun
anggaran be{alan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(8) Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggararl BLUD diatur dengan
Peraturan Walikota.
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Pasal I



Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.
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Diundangkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 9 tlovember aoro

PJ. SEXR"ETARTS DA.ERATT KC),rA PEKATCBARU,

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2O2O NOMOR
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Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal t9 Ttr,€mb6-2'?'

WALIKOTA


